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PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Plp

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai
Gugat antara:

Ira Liasari binti Rivai Andi Paso, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan jual online, tempat kediaman di Perum. Bukit
Latuppa, Bengkel Latuppa Body Revair, RT 001 RW 005,
Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,
sebagai Penggugat.

Melawan
M. Jabal Nur bin Jamal Latif, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan out sourching PLN, tempat kediaman di BTP. Bogar
Blok D No. 203, RT 004 RW 005, Kelurahan Salekoe,

Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13
Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada
hari itu juga, dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009 Miladiah bertepatan
dengan 19 Syawal 1430 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/21/X/2009 tanpa tanggal dan bulan
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tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di
Perum. Bukit Latuppa Bengkel Latuppa Body Revair, RT 001 RW 005
Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selama 9
bulan, kemudian pindah kediaman di BTN Nyiur Permai Libukang I, selama
5 tahun, kemudian pindah kediaman bersama di BTP. Bogar Blok D No.
203, RT 004 RW 005 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota
Palopo, selama 4 tahun;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
3 orang anak yang bernama :

- Muhammad Gilang Nurdhani bin M. Jabal Nur, umur 9 tahun 10 bulan;
- Ahmad Rifgi Nur Rivai bin M. Jabal Nur, umur 7 tahun;

- Ahmad Akhdan Nur Rivai bin M. Jabal Nur, umur 4 tahun 6 bulan;
Anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 sering terjadi cekcok di
sebabkan oleh:

- Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Tergugat kadang marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal
tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke
rumah orang tua Penggugat karena tidak mampu lagi hidup bersama
dengan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai
sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya, dan selama itu pula
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan
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perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Jabal Nur bin Jamal Latif)
terhadap Penggugat (Ira Liasari binti Rivai Andi Paso);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan
oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi
usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Wara, Kota Palopo,
Nomor 387/21/X/2009, tanggal 08 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.
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B. Saksi
1. Rahma YS binti Yusuf Sagena, di bawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah -ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah saksi di
Perum. Bukit Latuppa Bengkel Latuppa Body Revair, kemudian pindah
kediaman di BTN Nyiur Permai Libukang I, terakhir di BTP. Bogar Blok D
No. 203, RT 004 RW 005 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur,
Kota Palopo;,

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu

mulai sering berselisih dan bertengkar,

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih
dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat kasar ringan tangan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 3 bulan lamanya dan sejak berpisah Penggugat dan

Tergugat tidak memedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak

mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Alamsyah bin Rivai Andi Paso, di bawah sumpah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah saudara kandung Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah saksi di
Perum. Bukit Latuppa Bengkel Latuppa Body Revair, kemudian pindah
kediaman di BTN Nyiur Permai Libukang I, terakhir di BTP. Bogar Blok D
No. 203, RT 004 RW 005 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur,
Kota Palopo;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu

mulai sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih

dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat sering berutang kepada orang lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 3 bulan lamanya dan sejak berpisah Penggugat dan

Tergugat tidak memedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak

mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan
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yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir
dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka
proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara
maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat pada pokonya adalah sebagaimana yang dikemukakan
Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak
disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara
tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit
untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana
tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan
Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan Kketidakhadiran
Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada
perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak
dapat secara langsung menerima dalil-dalii gugatan Penggugat sebelum
mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan
Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada
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umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus
ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat
oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal
2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti
otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah
terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah
orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu
ibu kandung dan ayah tiri Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan
keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah,
serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal
tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175
R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan
keterangan sesuai dengan apa yang dilihathya mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah
tangganya, tetapi sejak dua tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang
lebih tiga bulan lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak
saling memedulikan lagi serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau
rukun lagi

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing
memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar sendiri
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-
keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung
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antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menuhi syarat materil
sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian
keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan
lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-
keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil
gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

- Bahwa dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih tiga bulan lamanya tanpa saling memedulikan;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat selama kurang lebih tiga bulan tanpa saling memedulikan, hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali
Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan
namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk
bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan
rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih
besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik
adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana
yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh
pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat
perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi
keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih
baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan
menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi
keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh
karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera
diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, mengingat pendapat dalam kitab Ghayatul Maram Lisyarhil
Majdi dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

wolal ot 1 Lé-z§JzJﬁi95“ &t ;5 33k 315l 13ls
Artinya: “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka
hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka beralasan bagi
majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah terjadi perceraian sebelumnya dan gugatan ini diajukan oleh Penggugat,
oleh karenanya talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) talak Tergugat dapat
dijatuhkan dengan talak satu ba’in shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Jabal Nur bin Jamal
Latif aba) terhadap Penggugat (Ira Liasari binti Rivai Andi Paso);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Muh. Gazali
Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim,
S.H.l,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusman S, S.E.I.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd.
Hapsah, S.Ag., M.H. Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Hakim Anggota,
Ttd.
Satriani Hasyim, S.H.I. Panitera Pengganti,
Ttd.

Rusman S, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp345.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah : Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
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